GUBERNUR KALI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR #ex TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA -
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 195 .
Tahun 2021 telah ditetapkan Peﬁcabutaﬂ Peraturan'._if,i L
Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 = tentang . S
Pembentukan, Susunan C}rgamsas:i '?‘zlgas' cdan o
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana, ”}I‘ekms__: _t
Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat; _ PR R

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi = =
pelaksanaan tugas dan fungsi di bldang pendidikan
dan pelatihan perkoperasian dan usaha I{emi ‘maka
tugas dan fungsi, serta tata ket{ja Unit- Pelaksana SHEC G I
Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kahmantan Baratf_.'_' o -
dilaksanakan  oleh  perangkat  -daerah = yang =
melaksanakan urusan di bxdang kopera31 usaha k:ecﬂ' B T
dan menengah; - TR i A

c. bahwa untuk melaksanakan mgas dan fungsrf_ L
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peratuian Gubemur___'f__' Sl
Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, =
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tataf'-_--'?'_i S
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecﬂ dan I\«‘Ienengah e
Provinsi Kalimantan Barat; P - | o

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangaﬂ Sebagétimaﬁai_f_ s R
dimaksud dalam huruf a, horuf b, dan huruf ¢; perlu::-'-:_ R
menetapkan Peraturan Gubernur tentang. Pembahan_{
Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 = =~
tentang Kedudukan, Susunan Orgamsas1, Tugas dan‘-_'_-'_. R i
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, _Usaha Kec:ﬁ'i e |
dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat; - o
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Pasal 18 ayat {(0) Undang—Undang Dasar Negara"_'f o
Republik Indonesia Tahun 1945; e
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tenta:ng S
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provmsz.' i

Kalimantan Barat, = Kalimantan Selataﬂ cian
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Repubhk I B

Indonesia = Tahun 1956 chmor 65, ’I‘ambahan L
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 1 1(}6) :

Undang~Undang Nomor 20 Tahun 2008 ientangl__gf;
Usaha Mikro, Kecil dan: Meﬂengah (Lembaran Negara_f
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan‘zfi Se e

Lembaran Negara Repubhk Inﬁcnesm Nomor 4866) e
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang'__ e

Perkoperasian - (Lembaran Negara Republlk Indonesza'___ -
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahaﬂ Lembaran Negara{l_]_*__.-: e

Republik Indonesia Nomor 5355)

Undang-Undang Nomor -5 Tahun 2014 tentancrf”' e

Aparatur ‘Sipil Negara (Lembarz—m Negara Repubh
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembman-
Negara Republik Indonesza Nomm 5494) i

Undang-Undang Nomo:r:' 23 Tahun 2014 tentang:"i-;.

Pemerintahan Daerah” (Lembaran Neﬁaia Repubhk
Indonesia - Tahun 2014 Nomor =244, Tambahaﬂ'f_
Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomor 5587)
sebagazmana telah dmbah beberapa kali. dan terakhzr;.
dengan Undang~Undm1g ‘Nomor 11 'I‘ahun 2020'
tentang Czpta ‘Kerja _(Lembaran Neg&m Repubhk
Indonesia - Tahun 2020  Nomor* 245 Tambahanf
Lembaran Negala Republik Indaﬁe&a Nomor 6573) :

Peraturan Pemerintah Nomor 1'7 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahui'_QOOS:
tentang Usaha Mikro; Kecil dan Menengah (Lembar"'
Negara - Repubhk indonesm Tahun 2013 Nomor 40;
Tambahan- Lembaran Negara Republzk Indonesx
Nomor 5404) : :

Peraturan Pemermtah Nomm 18 Tahun 2016 tentaﬂgg
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubh
Indonesia - Tahun 2016 Nomor. 114, Tmbahan
Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa ‘Nomior 588’7)'
sebagaimana telah - diubah | dengan P@raturan’

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 temaﬁg Pel ubahanf’;-:-i_'_'

Atas Peraturan Pememntah Nomor 18 Ta.hun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk;
Indonesia . Tahun 2019 Nomfar 187 Tambahan-
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 6402) '
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 'Tentaiig _
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lemba1an Negara' =
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan_" o
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm _6037:) f
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan =
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentancf Pembahan S
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri 'Sipil_i (Lembaran .
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor '63 _
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaa -
Nomor 67); '

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun ,QOiS::t{entaﬁg S :
Pembentukan dan Susunan. Perangkat  Daerah™ "~ =
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran DaerahﬁfPeri_ﬁ_Si--' ;
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomors_ R
6) sebagaimana telah diubah beberapa kah dan
terakhir ‘dengan Peraturan Daerah Nomor o8 Tahun'_f .
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturaﬁ : B
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukani_ ': SR
dan Susunan Perangkat Daerah Provmsz Kahmamanf-; S
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat = . =

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerahf"!_: e
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); L

11. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 ten‘tang’_f;_g
Kedudukan, Susunan Drgamsasz, Tug‘?zs dan Fur:gsz, s i o .
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecﬂ dan-
Menengah Provinsi Kalimantan' Ba:t"a’t {Bent& Daerahf'-_' PN B :
Provinsi Kalimantan Barat Tah‘un ?021 Nomer 125) - _:._';:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAb }- e peve
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2021%-_";;"_}
TENTANG = KEDUDUKAN, SUSUNAN  ORGANISASL - .
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINASJ;*--*@ :
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSi
KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan. Fungm serta Tata Kerja® -~ - '
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kahman‘tan Barat (Bemta.i'-_:_-; S R
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125}, dmbab sebagau;_'i ity
berikut : :
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Ketentuan Pasal 24 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah,
dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Koperasi;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi,
peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi,
pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di- bidang -
fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber ‘daya manusia
koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bzdang fasilitasi, peningkatan -
kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan C
penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan,

penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan
prasarana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi koperasi S&lt&"
memberikan  bimbingan, pendampingan di Iapangan, Iayanan
konsultasi dan inforinasi pasca pelatihan pengembangan koperasi; .

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi, N
peningkatan kualitas usaha dan sumbeéer daya manusia koperam,ff -

pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi; . _
permnbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas d&n'fuﬁgéidi -

bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya'_'.__ .
manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan- peﬂmdung&nf'_”_._:

koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undaﬂgan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelalisanaan ‘i:ugas ch'.'.'_ o
bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha -dan- sumber - daya

manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perhﬁdungan?
koperasi; '

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Diﬂais" béfkénaaﬁ _

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, penmgkatan “kualitas

usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan; penguatan* S IR

dan perlindungan koperasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dz bitdamg | _
pemberdayaan koperasi sesuai ketentuan peraturan . pemndang«-'. S

undangan.
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2. Ketentuan Pasal 27 huruf e, huruf {, huruf g, huruf h, dan huruf i diabah, |

“ 5.

dan ditambahkan 1 {satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 26,
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi - -

dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan,
penguatan dan perlindungan usaha kecil;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidaﬁ'g
fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil,

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi dan-_.

peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembanga:ﬂ

penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan .

prasana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi usaha: E{ecﬁ serta'-".

memberikan bimbingan, pendampingan di Iapangam }avanan
konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan usaha kecil;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bldang.fasﬂxtam_dan .
peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, _.'pengembangan,'
penguatan dan perlindungan usaha kecil; '

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas’ dan fungs1 dl -

bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecﬂ RN
pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha - kecil: seSual

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tucras di : =
bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, S

pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecﬂ

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaanf :
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan pemngkatan kualitas LT
kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan daﬂ' SRR N

perlindungan usaha kecil; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang :
pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan . pemndaﬂg— L

undangan.
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Pasal 1l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. N Ve
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ==~
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi-
Kalimantan Barat. ' : S

Ditetapkan di Pontianak b
pada tanggal S FieMLs efpeg el

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 5

‘SUTARMIDJT

Diundangkan di Pontianak
5 &

d i ol o ¥ i v <\\{i§§?‘ 5\&3%@
pada tanggal «#@& il :

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR sl




